
 

 

 

 
 

GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 
 

NOMOR  37 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 43 TAHUN 

2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR GORONTALO, 
 

Menimbang  : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang 

menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, 

antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek 

belanja serta untuk melaksanakan program dan kegiatan yang 

bersumber dari pergeseran anggaran berdasarkan Persetujuan 

DPRD antara lain: Persetujuan Nomor:900/DPRD/425/2014, 

Persetujuan Nomor:   900/DPRD/426/2014 dan Persetujuan 

Nomor:900/DPRD/425/2014 Perihal Persetujuan Pergeseran 

Anggaran tanggal 07 April 2014; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 

tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan 

pengendalian Pembangunan (UKP4) yang salah satu fungsinya 

membantu Presiden dalam mengelola pelaksanaan kelancaran 

dan percepatan penyerapan anggaran yang secara berkala 

dievaluasi oleh Tim Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA); 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan 

Daerah  Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014, 

perlu Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun  Anggaran 2014; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  

huruf a, huruf b dan huruf c  perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Gorontalo Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo 

Tahun  Anggaran 2014; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 3988); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004  Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5049); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang  

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang  Pinjaman  

Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang  Dana 

Perimbangan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang  Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4737); 
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26. Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5209); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang  Pinjaman  

Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2005 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

29. Peraturan Pemerintah  Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014; 

32. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 

2013 Nomor 16). 

33. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 43 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun 2013 Nomor 43). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO 

TAHUN  ANGGARAN 2014 
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Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 43 Tahun 

2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Provinsi Gorontalo Tahun  Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun 2013  Nomor 43) diubah sebagai berikut : 
 

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 

sebagai berikut: 
 

1. Pendapatan : 
 

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 274.275.308.402,43 

 b. Dana Perimbangan  Rp.   801.585.806.773,00 

 c. Lain-lain Pendapatan 

  yang Sah   Rp. 127.221.030.000,00 

    Jumlah Pendapatan  Rp. 1.203.082.145.175,43 

2. Belanja : 

a. Belanja Tidak Langsung  

1) Belanja Pegawai Rp.  243.253.239.585,27 

2) Belanja Bunga Rp.     0,00  

3) Belanja Subsidi Rp.  0,00 

4) Belanja Hibah Rp.  179.813.395.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial Rp.    1.500.000.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil Rp.  114.779.414.485,20 

7) Belanja Bantuan 

   Keuangan  Rp.  21.820.000.000,00 

8) Belanja Tak Terduga Rp.  5.395.325.000,00 

 

   Rp.  566.561.374.070,47 

b. Belanja Langsung  

1) Belanja Pegawai Rp.  38.135.447.100,00 

2) Belanja Barang dan Jasa  Rp.  392.819.935.134,96 

3) Belanja Modal Rp.  297.141.608.120,00 

 

   Rp.    728.096.990.354,96 

 Jumlah Belanja Rp.  1.294.658.364.425,43 

 

 Surplus/(Defisit) Rp.   (91.576.219.250,00) 
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3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan Rp. 101.576.219.250,00 

b. Pengeluaran Rp.  10.000.000.000,00 

 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp.    91.576.219.250,00 

  Sisa lebih pembiayaan anggaran  

  tahun berkenaan    Rp.                       0,00 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak bulan Februari 2014. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Gorontalo.  

 
 

    Ditetapkan di Gorontalo 

    pada tanggal 5 MEI 2014    

    GUBERNUR GORONTALO, 

    TTD 

          RUSLI  HABIBIE 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal  5 MEI 2014 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, 

  TTD 

WINARNI D. MONOARFA 

 
           

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 35 
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